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Sekkab Harus Tanggung Jawab!

PARMOUT, MERCUSUAR- Sekretaris Kabupater!
(Sekkab) Parigi Moutong (Parmout), Nirman Winter
selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) harus bertanggungjawab atas kucuran dan?
Rp 600 juta untuk biaya jasa pembahasan APBD di
DPRD Kabupaten (Dekab) Parmout.

Danajasa pembahasan APBD ter- temuan BPK RI karena peny@lu'

sebut, yang kemudian menjadi

rannya dinilai tidak sesuai ket®1”

© tuan perundaﬁg-undangan dan

menyebabkan penilaian disclaimer
dari BPK RI atas LHP tata kelola ke-
uangan Pemerintah Kabupaten (Pem
kab) Parigi Moutong (Parmout).
“Sekkab selaku Ketua TPAD harus
bertanggungjawab, dan mengu-
sahakan agar dana tersebut ditarik
kembali karena penganggarannya
tidak diatur dalam ketentuan

perundang-undangan,” kata tokoh.

pemuda Parmout, Edi Kartiono di
Parigi, Selasa (4/10).

Menurut Edi, ada yang tidak benar
dalam nomenklatur penganggaran
tersebut, yakni jasa pembahasan
APBD, karena tidak diatur dalam
Permendagri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.
Sehin itu kata Edi, penganggaran
tersebut terindikasi telah merugikan

keuangan negara, karena baik
eksekutif maupun legislatif tak perlu
lagi memperoleh honor untuk
membahas APBD, karena telah
mendapatkan gaji maupun tun-
janganjabatan. =
“Adaindikasiupaya memperkaya diri
sendiri atau orang kin dengan meru-
gikan negara dabkm penganggaran
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jasa pembahasan APBD ini. Kami mendukung
upaya kejaksaan mengusut tuntas kasus
tersebut,” kata Edi.

Sementara itu Sekkab Parmout, Nirman Winter,
mengaku tidak tahu menahu dengan pengucuran
anggaran pembahasan APBD tersebut. Namun
Nirman mengakui, jika dana sebesar Rp800 juta
tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah, maka
Kabupaten Parmout akan kembali mendapat
penilaian disclaimer dari BPK Rl atas LHP APBD
tahun 2011.

“Pasti kita akan kembali disclaimer jika dana

itu tidak dikembalikan,” ujar Nirman disela-sela
acara pembahasan APBD-P Parmout tahun 2011
di kantor Dekab, Selasa (4/10).

Sebagaimana diberitakan, Kejari Parigi mulai
menyelidiki dugaan korupsi panjar kas yang
menyebabkan opini disclaimer atas LHP BPK RI
terhadap APBD Parmout tahun 2010 senilai
Rp3.606.397.721. -

Dugaan korupsi panjar kas yang dibidik jaksa
mulai dari tahun anggaran 2006 hingga tahun
anggaran 2009 yang tersebar pada beberapa
SKPD. Termasuk dintaranya jasa pembahasan

APBD senilai Rp600 juta yang tidak sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Untuk panjar kas jasa pembahasan APBD ini,
ditemukan BPK Rl pada SKPD Dinas Pengelolaan
Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Parmout. Panjar kas yang terjadi pada tahun
angggran 2008 tersebut terbagi dalam dua tahap.
Pertama senilai Rp 450 juta, dan untuk tahap
kedua senilai Rp 150 juta. Informasinya, dana
sebesar itu digunakan untuk memuluskan
pembahasan APBD tahun anggaran 2009 di

. DPRD Kabupaten (Dekab) Parmout. Fax










